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P  U  T  U  S  A  N

Nomor  :  574 K/Pdt .Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  da lam 

t i ngka t  kasas i  te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :

1. SUGENG  ARIYANTO, 

ber tempat  t i ngga l  d i  Ds 

Panutan  Gg.  Pel i t a  

Rt /Rw.02 /02 ,  Kec.  

Pagela ran ,  Kab.  

Tanggamus ;  

2. HERMAN  Bin  AINI ,  

ber tempat  t i ngga l  d i  

Ds.  I I I  Desa  Sementu l ,  

Kec.  Pembantu  Rantau  

Banyur ,  Kab.  

Banyuas in  ;  

3. SUMARNO,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Desa  Kedu 

Rt .01 ,  Kec.  Sidomulyo  

Kal i anda ,  Kab.  Lampung 

Sela tan  ;   

4. SOLI  ROMJI ,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Desa Tanjung  

Alam,  Kab.  Lahat ,  

Sumsel  ;  

5. MAHBUBURAHMAN, 

ber tempat  t i ngga l  d i  

Ds.  Kota  Negara  Rt .02  

Rw.74,  Kab.  Ogan 

Komer ing  Ulu ,  Sumsel ,  

da lam  ha l  in i  

kesemuanya  member i  

Hal .  1 dar i  28 hal .  Put .  No.  574 
K/Pdt .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa  kepada  :  PARULIAN 

SIANTURI,  SH.  dan 

kawan- kawan,  para  

Pengurus  DPP  FSB 

HUKATAN SBSI  dan  DPC 

FSB HUKATAN SBSI  Kab.  

Ogan  Komer ing  I l i r  

(OKI ) ,  berkan to r  d i  J l .  

Kele lawar  No.  44,  

Kedaton  Tanjung  Karang  

Bandar  Lampung,  

berdasarkan  sura t  kuasa  

khusus  tangga l  15 

November  2009,  para  

Pemohon  Kasas i  dahu lu  

para  Penggugat  ;  

m e l  a w a n  :

PT.  WAHYUNI  MANDIRA,  berkedudukan  d i  Gedung  BRI  

I I  Lt .  16,  Ja lan  Jendera l  Sudi rman  No.44- 45,  

Jakar t a  Pusat  10210  dan  Kanto r  Cabang  Palembang  

J ln .  Jaksa  Agung R.  Suprap to  No.  647,  Buki t  Besar  

Palembang  30136,  da lam  hal  in i  member i  kuasa  

kepada  :  I r .  MARUAHAL LUMBAN GAOL,  dan  kawan-

kawan,  para  Karyawan  PT.  WAHYUNI  MANDIRA,  

berkan to r  d i  Kanto r  Cabang  Palembang  J ln .  Jaksa  

Agung  R.  Suprap to  No.  647,  Buki t  Besar  Palembang  

30136,  berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  2 

Desember  2009,  Termohon Kasas i  dahulu  Terguga t  ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  para  Pemohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  para  

Penggugat  te l ah  menggugat  sekarang  Termohon  Kasas i  dahu lu  

sebaga i  Tergugat  d i  muka  pers i dangan  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  pada  pokoknya  

atas  da l i l - da l i l  :   
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Bahwa  anta ra  Para  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  

benar  mempunyai  hubungan  ker j a  dengan  masa  ker j a  d i  

atas  9 tahun  ker j a .  Bukt i  P- 1.1  s/d  P- 1.5  ;

Bahwa  Para  Penggugat  adalah  karyawan  yang  sudah  

beker j a  d ipe rusahaan  Terguga t  dengan  kondu i t e  ker j a  ba ik ,  

te rbuk t i  dengan  masa  ker j a  sebaga imana  pada  angka  1 

te rsebu t  d i  atas  dan  te l ah  member i kan  keuntungan  bag i  

Tergugat  ;

Bahwa atas  dasar  kont r i bus i  keuntungan  yang  di l akukan  

oleh  Para  Penggugat  te rhadap  perusahaan  Tergugat ,  maka 

patu t  dan  sewajamya  Para  Penggugat  dipe rha t i k an  

kese jah te raannya  namun  harapan  te rsebu t  t i dak  pernah  

te rwu jud  dan  bahkan  hak- hak  normat i f  Para  Penggugat  dan  

karyawan  la i nnya  seper t i  Jamsostek  te rnya ta  t i dak  

dise to r kan  Tergugat  ke PT.  Jamsostek  Cab.  Palembang ;

Bahwa  sebaga imana  adanya  kebebasan  hak  dalam 

berser i k a t  yang  te lah  dia tu r  da lam UUD 1945,  Undang- Undang  

No. 21  Tahun  2000  ten tang  Ser i ka t  Peker j a /Se r i k a t  Buruh ,  

Para  Penggugat  pada  tangga l  30  Agustus  2008  sepakat  

membentuk  Ser i ka t  Buruh  yang  bernama  Pengurus  Komisar i a t  

Federas i  Ser i ka t  Buruh  Kehutanan ,  Perkayuan  dan  Per tan ian  

Ser i ka t  Buruh  Sejah te ra  Indones ia  (PK  FSB HUKA TAN SBSI)  

dan  te lah  dica ta t kan  di  Kanto r  Dinas  Tenaga  Ker ja  dan  

Transmig ras i  Kabupaten  Ogan Komer ing  I l i r  (OKI )  (Buk t i  P- 2)  

dan  oleh  karenanya  berdasarkan  Undang- Undang  No.21  Tahun  

2000  ten tang  Ser i ka t  Peker ja /Se r i k a t  Buruh  dapat  melakukan  

pendampingan  permasa lahan  ser ta  memper juangkan  

kese jah te raan  anggota  ;

Bahwa  te rnya ta  ada  tun tu tan  atau  permasa lahan  yang  

dia j ukan  karyawan/anggo ta  SBSI  dan  Pengurus  te rmasuk  Para  

Penggugat  te rhadap  Tergugat  ya i t u  :  

1. Kenaikan  Tunjangan  Makan  sebesar  Rp.  

340.000 , -  (  t i ga  ra tus  empat  pu luh  

r i bu  rup iah )  sebe lumnya  Rp.  150.000 , -  

(  sera tus  l ima  puluh  r ibu  rup iah )  ;

Kenaikan  tun jangan  uang  makan sudah  se layaknya  diber i k an  
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menginga t  harga  barang  kebutuhan  pokok  mengalami  

kena ikan  ;

2. Tunjangan  Transpor t  sebesar  Rp.  

300. 000, -  ( t i g a  ra tus  r i bu  rup iah )  

sebe lumnya  Rp.134 .000 , -  (se ra tus  t i ga  

puluh  empat  r i bu  rup iah )  ;

3. Tunggakan  Jamsostek  se lama  48  bulan  

(Nopember  2004  s/d  September  2008)  

sebesar  Rp.  19. 556. 473. 467,52  

(  sembi l an  belas  mi lya r  l ima  ra tus  

l ima  puluh  enam  ju ta  empat  ra tus  

tu j uh  puluh  t i ga  r i bu  empat  ra tus  

enam puluh  tu j uh  koma l ima  puluh  dua  

rup iah )  (Buk t i  P- 3)  ;

4. Insen t i v e / bonus  ( IPP)  karyawan  tambak  

;

5. Kesejah te raan  karyawan  berupa  

penyed iaan  ai r  bers ih ,  paket  natu ra  

penyed iaan  P2K3 ;

6. Masalah  outso rch ing  ;

7. Masalah  job  descr i p t i o n  (penempatan  

karyawan  sesua i  dengan  tugas  

sebe lumnya) .  

Bahwa ke  7  (  tu juh  )  masalah  pada  angka  5  te rsebu t ,  

Pengurus  SBSI  te l ah  berusaha  dan  berupaya  melakukan  

permohonan perund ingan  dengan Tergugat  dengan mela lu i  sura t  

ya i t u  :  

1. Tangga l  22  Oktober  2008  dengan  sura t  

nomor  024/ PK-FSB- SBSI /WM/ SEK/ X/2008  

dengan  agenda  perund ingan  b ipa r t i t e  

per tama  membahas  7  ( tu j uh )  masalah  

pada  angka  5  te rsebu t  d i  atas ,  akan  

te tap i  p ihak  Tergugat  t i dak  bersed ia  

berund ing  (Buk t i  P- 4)  ;

2. Tangga l  29  Oktober  2008  pengurus  SBSI  

menyura t i  Terguga t  dengan  sura t  
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nomor  :  036/ PK-FSB SBSI / WM/ SEK/ X/ 2008 

dengan  per iha l  penga juan  bipar t i t e  ke  

dua  te rhadap  7  ( tu j uh )  tun tu tan  pada  

angka  5  te rsebu t  d i  atas  namun 

Tergugat  t i dak  merespon  (Buk t i  P- 5) .  

Bahwa berdasarkan  penga juan  bipa r t i t e  sebanyak  2 ka l i  

te rsebu t  d i  atas ,  maka  Pengurus  SBSI  tangga l  12  Nopember  

2008 mengajukan  t r i pa r t i t e  ke  Disnaker t r ans  Kab.  OKI  dengan  

sura t  nomor  :  045/ PK-FSB SBSI / WM/  SEK/ XI / 2008  ( Bukt i  P- 6)  

untuk  perund ingan  tangga l  26  Nopember  2008,  namun 

perund ingan  t i dak  di l aksanakan  karena  pihak  Terguga t  t i dak  

had i r  sedangkan  Pengurus  SBSI  dan  Disnaker t r ans  OKI  had i r ,  

dan  oleh  Disnaker t r ans  OKI  disa rankan  perund ingan  

di l aksanakan  tangga l  27  Nopember  2008  dan  te lah  disepaka t i  

akan  te tap i  te rnya ta  tangga l  yang  sudah  disepaka t i  te rsebu t  

p ihak  Terguga t  t i dak  had i r ,  seh ingga  perund ingan  t r i pa r t i t e  

gaga l  ;

Bahwa  tangga l  17  Nopember  2008  Pengurus  SBSI  

menyampaikan  sura t  ke  Pimpinan  perusahaan  PT.  Wachyun i  

Mandi ra  dengan  nomor  sura t  :  059/ PK-FSB-SBSI / WM/ SEK/ XI / 2008 

per i ha l  :  pember i t ahuan  mogok  ker j a  & demonst ras i  tangga l  

26  Nopember  s/d  03  Desember  2008  dengan  tembusan  ke  

Disnaker t r ans  OKI  dan  sura t  nomor  :  060/ PK-FSB-

SBSI / WM/ SEK/ XI / 2008  yang  di tu j u kan  ke  POLDA Sumsel  dan  

Kapol res  OKI  per iha l  permohonan  iz i n  mengadakan  mogok ker j a  

& demonst ras i  ( Bukt i  P- 7 dan P- 8)  ;

Bahwa  tangga l  30  Nopember  2008  di  Lampung  diadakan  

perund ingan  anta ra  Pengurus  SBSI  dengan  Tergugat ,  te rnya ta  

perund ingan  hanya  membicarakan  4 poin t  tun tu tan  sedangkan  3 

tun tu tan  utama  ya i t u  tun jangan  uang  makan,  t ranspor t  dan 

tunggakan  iu ran  jamsos tek  t i dak  di respon ,  bahkan  management  

yang  iku t  berund ing  menyatakan  bahwa  ke  t i ga  tun tu tan  

te rsebu t  yang  berwenang  memutuskan  ada lah  di reks i  pusat  

Jakar t a .  Oleh  karena  i t u ,  permasa lahan  Para  Penggugat  

(  karyawan  )  je l as  dan  te rang  senga ja  t i dak  

di respon  oleh  Terguga t  dan  te l ah  mengkond is i kan  masalah  
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te rsebu t  d ib i a r kan  beg i t u  sa ja  (ber l a r u t - la ru t )  ;

Bahwa  ak iba t  t i dak  di responnya  3  masalah  utama 

karyawan  (Para  Penggugat )  maka te l ah  menimbulkan  keresahan  

di  ka langan  karyawan  dan  juga  ket i dak  percayaan  kepada  

management  loka l  yang  hanya  mempermainkan  para  Pengurus  

SBSI  (Para  Penggugat / sebag ian  besar  karyawan)  seh ingga  

menimbulkan  reaks i  mogok ker j a  tangga l  2 -  4 Desember  2008  

karena  gaga lnya  perund ingan  dan  menimbulkan  s ikap  

kekecewaan  bagi  karyawan ,  apa lag i  sa lah  satu  tun tu tan  

karyawan  ada lah  tunggakan  jamsos tek  yang  belum  dise to r kan  

dan  leb ih  parah  lag i  2% iu ran  Jaminan  Har i  Tua  (JHT)  

karyawan ( Para  Penggugat )  d ipo tong  dar i  s l i p  ga j i  dan t i dak  

dise to r kan  ke PT.  Jamsostek  Cab.  Palembang ( P- 9)  ;

Bahwa tangga l  2- 4 Desember  2008 te r j ad i  mogok ker j a  di  

lokas i  perusahaan  Terguga t  dengan  tun tu tan  agar  tun jangan  

uang  makan,  t ranspor t as i  dan  iu ran  JHT jamsos tek  di respon  

oleh  Terguga t ,  akan  te tap i  se lama  mogok  ker j a  ber l angsung  

pihak  Tergugat  t i dak  bersed ia  berund ing  bahkan  mogok ker ja  

dib ia r kan  sa ja ,  sedangkan  pihak  Disnaker t r ans  OKI  juga  

t i dak  berupaya  agar  Tergugat  bersed ia  berund ing  dengan  

Pengurus  SBSI  ;

Bahwa   ak iba t   t i ndakan   pe langgaran   normat i f  

te rsebu t   membuat  te rang  dan je l as  bahwa Perbuatan  Tergugat  

te l ah  melanggar  Undang- Undang  Nomor   3   Tahun   1992  

ten tang   Jaminan   Sosia l   Tenaga  Ker ja   (Jamsostek )  (Buk t i  

P- 10)  ;

Bahwa  ak iba t  reaks i  mogok  ker ja  te rsebu t ,  mula i  

tangga l  6 Desember  2008  dan  sepan jang  bu lan  Desember  2008,  

Januar i  2009 Para  pengurus  SBSI ,  Para  Penggugat  dan anggota  

SBSI  di  putus  hubungan  ker ja  (PHK)  tanpa  dasar  dan  alasan  

yang  je l as  bahkan  Pengurus  SBSI  di tangkap  dan  dipen ja ra  

karena  menuntu t  hak  normat i f  jamsos tek  ;

Bahwa te rhadap  tun tu tan  kepent i ngan  mengenai  tun jangan  

uang  makan  dan  t ranspor t as i  te lah  dimed ias i  o leh  

Disnaker t r ans  Prop ins i  Sumatera  Sela tan  karena  person i l a  

media to r  d i  Disnaker t r ans  OKI  pada saat  i t u  t i dak /be l um  ada  
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dan  kasus  in i  d imed ias i  sete lah  Pengurus  SBSI ,  Para  

Penggugat  dan  anggota  SBSI  di  PHK dan  te rhadap  tunggakan  

jamsos tek  sepatu tnya  Disnaker t r ans  OKI  member ikan  sanks i  

tegas  akan  te tap i  t i dak  di l akukan  bahkan  pengurus  dan  

anggota  SBSI  yang  d i  PHK.  (  Bukt i  P- 11)  ;

Bahwa  te rnya ta  Terguga t  bukan  sa ja  melakukan  PHK 

sep ihak  te rhadap  pengurus ,  anggota  dan  Para  Penggugat  akan  

te tap i  juga  pasca  mogok  ker j a  te rsebu t  d ibu lan  Desember  

2008  Terguga t  melakukan  t i ndakan  pengus i r an  paksa  te rhadap  

ke luarga  karyawan  (anak  dan  is t e r i  d ipaksa  ke luar  dar i  

lokas i  mess  perusahaan)  dan  t i ndakan  te rsebu t  te lah  

menimbulkan  pender i t aan  bag i  ke lua rga  karyawan  (Para  

Pengugat )  seper t i  :  anak- anak  t i dak  dapat  meneruskan  

seko lah  (pu tus  seko lah  karena  orang  tuanya  di  PHK),  

keh i l angan  tempat  t i ngga l  dan  t i dak  mampu lag i  memenuhi  

kebutuhan  hidup  sehar i - har i  ser ta  menimbulkan  pender i t aan  

bag i  karyawan  ;

Bahwa ak iba t  t i ndakan  yang  di l akukan  Tergugat  te rhadap  

Para  Penggugat /anggo ta  dan  pengurus  SBSI  ser ta  karyawan  

la i nnya  te l ah  menuai  pro tes  dar i  Pemer in tah  Daerah  Sumatera  

Sela tan  baik  dar i  Gubernur  Bp.  Alex  Noerd in  dan ja j a r annnya  

maupun  dar i  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Prop ins i  Sumatera  

Sela tan ,  agar  Terguga t  menghent i kan  t i ndakan  pengus i ran  dan  

PHK Pemer in tah  dengan  tegas  melarang  Tergugat  melakukan  

PHK.  massal  te rhadap  Para  Penggugat /Pengurus  SBSI /anggo ta  

dan  karyawan  la i nnya  (Buk t i  P- 12)  akan  te tap i  h imbauan  

pemer in tah  te rsebu t  t i dak  dih i r aukan  bahkan  Terguga t  

t i dak  perdu l i  ;

Bahwa te rhadap  t i ndakan  pemutusan  hubungan  ker j a  (PHK)  

yang  di l akukan  Terguga t  te rhadap  para  penggugat  te l ah  

melanggar  Pasa l  155  Undang- Undang  No.  13  tahun  2003 ,  

seh ingga  wajar  dan  patu t  Para  Penggugat  menuntu t  upah  

proses  sebesar  Upah Min imum Prop ins i  Sumatera  Sela tan  se jak  

bulan  Januar i  2009  sampai  adanya  putusan  hukum  yang  

mengika t  dan  te tap ,  cut i  tahunan  2007  s/d  2008  yang  belum 

dibayar  dan  tun jangan  har i  

Hal .  7 dar i  28 hal .  Put .  No.  574 
K/Pdt .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

raya  Keagamaan (THR 2009)  ;  

Bahwa  perbuatan  Tergugat  te l ah  te rang  dan  je l as  

melanggar  keten tuan  hukum dan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku  d i  Negara  Republ i k  Indones ia :  

1. Undang- UndangNomor  3  Tahun  1992  

ten tang  jamsos tek  (menunggak  iu ran  

jamsos tek )  ;

2. UU No. 21  Tahun  2000  Pasa l  4  ayat  2 

menyebutkan :  Untuk  mencapai  tu j uan  

sebaga imana  dimaksud  da lam  ayat  (1 )  

Ser i ka t  Peker j a / se r i k a t  buruh ,  

federas i  dan  konfederas i  ser i ka t  

peker j a / se r i k a t  buruh  mempunyai  fungs i  

:  

huru f  (d  )  :  sebaga i  sarana  penya lu r  asp i ras i  da lam 

memper juangkan  hak  dan kepent i ngan  anggotanya ,  huru f  (  e 

)  :  sebaga i  perencana ,  pe laksana  dan  

penanggung jawab  pemogokan  peker j a / buruh  sesua i  dengan  

pera tu ran  

perunda- undangan  yang  ber laku  Pasa l  28  UU No. 21  Tahun 

2000  :  Siapapun  

di l a r ang  menghalang- halang i  atau  memaksa  peker j a / bu ruh  

untuk  membentuk  atau  t i dak  membentuk ,  menjad i  pengurus  

atau  t i dak  menjad i  pengurus ,  menjad i  anggota  atau  t i dak  

menjad i  anggota  dan/a tau    menja lankan  atau  t i dak  

menja lankan  keg ia tan  ser i ka t  peker j a / s e r i k a t  buruh  

dengan cara  :  

a. Melakukan  pemutusan  hubungan  ker j a ,  memberhent i kan  

sementara ,  menurunkan  jaba tan ,  atau  melakukan  mutas i  ;  

b. Tidak  membayar  atau  mengurang i  upah peker j a / buruh  ;  

c. Melakukan  in t im i das i  da lam bentuk  apapun ;  

d. Melakukan  kampanye  ant i  pembentukan  ser i ka t  

peker j a / ser i ka t  buruh .  

Apalag i  perbua tan  pengurus I angota  SBSI /ka ryawan I Para  

Pengugat  adalah  menuntu t  hak  normat i f  ya i t u  iu ran  

jamsos tek  yang  t i dak  d ibayar  Tergugat  akan  te tap i  
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jus te ru  Para  Pengugat  yang  di  PHK karena  melakukan  mogok  

ker j a  menuntu t  hak  jamsos tek  te rsebu t .  

3.  Undang- Undang No.13  tahun  2003 ten tang  Ketenagaker j aan  :  

Pasal  151  ayat (3 )  menyebutkan  bahwa  apab i l a  te r j ad i  

gaga l  perund ingan  anta ra  pengusaha  dengan  ser i ka t  

peker j a  da lam hal  pengusaha  melakukan  pemutusan  hubungan  

ker j a ,  maka  pengusaha  hanya  dapat  memutuskan  hubungan  

ker j a  dengan  peker j a / bu ruh  sete lah  mempero leh  penetapan  

dar i  lembaga  penye lesa ian  perse l i s i h an  hubungan  

indus t r i a l .  

Dalam  hal  in i ,  Tergugat  jus t r u  melakukan  pemutusan  

hubungan  ker j a  ( t i dak  

mempeker jakan  Para  Penggugat )  sebe lum  adanya  putusan  

pengad i l an  hubungan  indus t r i a l .  Oleh  karenanya  Tergugat  

berkewaj i ban  membayar  upah  Para  Penggugat  se jak  bulan  

Januar i  2009  sampai  adanya  putusan  hukum mengika t  dan  

te tap  ;  

Faktanya  Tergugat  sudah  leb ih  10  bulan  secara  ber tu ru t -

tu ru t  t i dak  membayar  upah  Para  Penggugat  (se jak  Januar i  

2009  sampai  gugatan  pemutusan  hubungan  ker ja  in i  

d ida f t a r kan  di  Kepani t e r aan  Pengadi l an  Hubungan  

Indusr i a l  Pada Pengad i l an  Neger i  Palembang)  ;

Bahwa  oleh  karena  te rdapa t  pe langgaran  keten tuan  

undang- undang  sebaga imana  te rsebu t  pada  poin t  18  di  atas ,  

maka  dapat  d ipas t i k an  hubungan  harmonis  anta ra  Para  

Penggugat  dengan  Tergugat  te rganggu ,  seh ingga  su l i t  Para  

Penggugat  melakukan  akt i f i t a s  sebaga i  karyawan,  karenanya  

Para  Penggugat  berhak  mengakh i r i  hubungan  ker j a  dengan  

Tergugat  berdasarkan  UU No.  13  Tahun  2003  Pasa l  169  ayat  

(1 )  huru f  c  :  karena  t i dak  

membayar  upah  upah  se lam  3  (  t i ga  )  bu lan  ber tu ru t - tu ru t  

dan  huru f  d  :  t i dak  melakukan  kewaj i ban  yang  te l ah  

di j an j i k an  kepada  peker j a / bu ruh  y i  :  berupa  t i dak  

di l aksanakannya  pembayaran  jamsos tek  dengan  tepa t  waktu ,  

karenanya  Para  Penggugat  berhak  pula  mendapatkan  hak- hak  

seper t i  Pesangon,  Uang  Penghargaan  Masa  Ker ja  dan  Gant i  
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Kerug ian  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Sugeng  Ar iyan to ,  masuk  ker ja  :  17 

Jun i  1999,  d i  PHK  tangga l  05 

Januar i  2009.

Pesangon :  2 x 9 x Rp.874.000 , - =  Rp.

15.732 .000 , -

Uang Penghargaan

Masa Ker ja :  4 x Rp.874.000 , - = Rp.  

3.496 .000 , -

Gant i  Kerug ian :  15% x Rp.19 .228 .000 , - = Rp.               

2.884 .200 , -    

Jumlah =  Rp.  

22.112 .200 , -

2. Herman bin  Ain i ,  masuk  ker ja  :  17 

Ju l i  1999,  d i  PHK  tangga l  05  

Januar i  2009.  

Pesangon :  2 x 9 x Rp.874.000 , - =  Rp.

15.732 .000 , -

Uang Penghargaan

Masa Ker ja :  4 x Rp.874.000 , - = Rp.  

3.496 .000 , -

Gant i  Kerug ian :  15% x Rp.19 .228 .000 , - = Rp.               

2.884 .200 , -    

Jumlah =  Rp.  

22.112 .200 , -

3. Sumarno  ,  masuk  ker j a  :  08 Agustus  

2002,  d i  PHK tangga l  05  Januar i  

2009.  

Pesangon :  2 x 7 x Rp.874.000 , - =  Rp.

12.236 .000 , -

Uang Penghargaan

Masa Ker ja :  3 x Rp.874.000 , - = Rp.  

2.622 .000 , -

Gant i  Kerug ian :  15% x Rp.19 .228 .000 , - = Rp.               

2.228 .700 , -    

Jumlah =  Rp.  
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17.086 .700 , -

4. Sol i  Romj i ,  masuk  ker j a  :  25 Apr i l  

1999,  d i  PHK tangga l  05  Januar i  

2009.  

Pesangon :  2 x 9 x Rp.874.000 , - =  Rp.

15.732 .000 , -

Uang Penghargaan

Masa Ker ja :  4 x Rp.874.000 , - = Rp.  

3.496 .000 , -

Gant i  Kerug ian :  15% x Rp.15 .827 .000 , - = Rp.               

2.884 .200 , -    

Jumlah =  Rp.  

22.112 .200 , -

5. Mahbuburahman,  masuk  ker j a  :  05 

Mei  1999,  d i  PHK  tangga l  05 

Januar i  2009.  

Pesangon :  2 x 8 x Rp.874.000 , - =  Rp.

13.984 .000 , -

Uang Penghargaan

Masa Ker ja :  3 x Rp.874.000 , - = Rp.  

2.622 .000 , -

Gant i  Kerug ian :  15% x Rp.19 .228 .000 , - = Rp.               

2.490 .900 , -    

Jumlah =  Rp.  

19.096 .700 , -

Tota l  Pesangon  5 orang  ada lah  sebesar = 

Rp.102.520 .000 , -

Bahwa  Para  Penggugat  juga  berhak  mendapatkan  cut i  

tahu nan  yang  belum  di  ambi l  dengan  per i nc i an  sebaga i  

ber ik ut  :  

1. Sugeng Ar iyan to

cut i  tahunan :  20/25  x Rp.874.000 , -  =  Rp.  

669.200 , -

2. Herman bin  Ain i  

cut i  tahunan :  20/25  x Rp.874.000 , -  =  Rp.  

669.200 , -
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3. Sumarno

cut i  tahunan :  20/25  x Rp.874.000 , -  =  Rp.  

669.200 , -

4. Sol i  Romj i

cut i  tahunan :  20/25  x Rp.874.000 , -  =  Rp.  

669.200 , -

5. Mahbuburahman 

cut i  tahunan             :  20/25  x Rp.874.000 , - =  Rp.  

669.200 , -

Tota l  cut i  tahunan  5 orang  ada lah  sebesar  =  Rp.  

3.496 .000 , -  

Bahwa Para  Pengugat  berhak  mendapatkan  JHT Jamsostek  

5. 7%  se lama  38  bulan  (k ete r l ambatan  pembanyaran) ,  3.7% 

se lama  20- 25  bulan  (k ete r l ambatan  keanggotaan )  yang  belum 

di te r ima  dengan  per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Sugeng Ar iyan to  JHT  5,7%  :  5,7%  x 

874.000  x 38 = Rp.1 .893 .084 , -

JHT 3,7% :  3,7% x 874.000  x 25 = 

Rp.    808.450 , -

Tota l = 

Rp.2 .701 .534

2. Herman bin  Ain i  JHT  5,7%  :  

5,7% x 874.000  x 38 = 

Rp.1 .893 .084 , -

JHT 3,7% :  3,7% x 874.000  x 25 = 

Rp.    808.450 , -

Tota l = 

Rp.2 .701 .534

3. Sumarno JHT  5,7%  :  5,7%  x 

874.000  x 38 = Rp.1 .893 .084 , -

JHT 3,7% :  3,7% x 874.000  x 25 = 

Rp.    808.450 , -

Tota l = 

Rp.2 .701 .534

4. Sol i  Romj i JHT  5,7%  :  5,7%  x 

874.000  x 38 = Rp.1 .805 .342 , -
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JHT 3,7% :  3,7% x 874.000  x 25 = 

Rp.    808.450 , -

Tota l = 

Rp.2 .701 .122

5. Mahbuburahman JHT  5,7%  :  5,7%  x 

874.000  x 38 = Rp.1 .805 .342 , -

JHT 3,7% :  3,7% x 874.000  x 25 = 

Rp.    808.450 , -

Tota l = 

Rp.2 .701 .122 , -

Tota l  JHT 5 orang  adalah  sebesar :  Rp.13.507 .670 , -
 

Bahwa Para  Penggugat  juga  wajar  dan  patu t  mendapatkan  

biaya  ongkos  pulang  ke  daerah  asa l  sebesar   5  x  Rp.  

100. 000, -  …. Rp.500.000 , -  ;

Bahwa  to ta l  hak- hak  kese lu ruhan  para  penggugat  

( Pesangon,  cut i  tahunan ,  JHT Jamsostek  dan  ongkos  pulang  

ketempat  daerah  asa l )  adalah  :  Rp.102 .621 .220 , -  

I I .  MOHON PUTUSAN SELA,  

Bahwa atas  t i ndakan  Terguga t  yang  melakukan  PHK tanpa  

alasan  dan  dasar  yang  je l as  te r utama  melanggar  

Hukum, sebaga imana  disebu tkan  dalam  nomor  18  (de lapan  

belas )  di atas  maka  berdasark an  Pasal  96  UU Nomor  :  02 

Tahun  2004  ten tang  PPHI , mohon  Hakim  Pengad i l an  Hubungan 

I ndust r i a l  menja tuhkan  Putusan  Sela  yang  i s inya  

memer in tahkan  Tergugat  membayar  

secara  tuna i  se lu ruh  Upah  Para  Penggugat  ya i t u  826.000  

(de lapan  ra tus  dua  puluh  enam r i bu  rup iah )  X 4  og  per  

bu lan  te rh i tung  dar i  bu lan  Maret  2009  sampai  dengan  adan ya 

putusan  hukum berkek uat an t etap  mengenai  perkara  in i .  

I I I .  PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT 

I . Bahwa  dengan  pemutusan  hubungan  ker j a  yang  

di l akukan  Tergugat  keh idupan  pr i badi  maupun 

ke luarga  Para  Penggugat  saat  in i  berada  

dalam  kond i s i  sangat  mempri hat i nkan .  Oleh  

karena  t i dak  lag i  memi l i k i  sumber  pendapatan  

ru t i n ,  pada ha l  Par a  Penggugat   membutuhkan  
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biaya  untuk  anak  seko lah ,  b iaya  kred i t  

rumah/ kont rak  r umah bahkan  kebutuhan   yang 

la i n   apa   lag i   proses   perkara   te rsebu t  

sudah   sangat  lama ;

I I . Bahwa  oleh  karena  kepent i ngan  yang  

di l i n dung i  keputusan  Tergugat  t i dak  se imbang  

dengan  kepent i ngan  Para  Penggugat ,  mohon 

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  Pada 

Pengad i l an  Neger i  Klas  LA  Palembang  untuk  

mengeluarkan  Penetapan  pemer iksaan  dengan  

acara  cepat  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  

sesua i  dengan Pasa l  98 UU PPHI ;  

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  para  

Penggugat  menuntu t  kepada  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada Pengadi l an  Neger i  Palembang supaya  member ikan  putusan  

sebaga i  ber i ku t  :   

DALAM PUTUSAN SELA 

1. Mengabulkan  permohonan  Putusan  Sela  

yang  dimohonkan  Para  Penggugat ;  

2. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  membayar  

kepada  Para  Penggugat  secara  tuna i  

se lu ruh   upah   Para   Penggugat  

sebesar   Rp.826.000  (de lapan   ra tus  

dua  pu luh   enam  r i bu   rup iah )   X  4 

org   perbu lan   te rh i t u ng   dar i   bu lan  

Maret  2009  sampai  adanya  putusan  

hukum  berkekua tan  te tap  mengenai  

perkara  in i .  

DALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT 

o Megabulkan  pemohonan  pemer iksaan  dengan  acara  

cepat  yang  d imohonkan  Para  Penggugat .  

DALAM POKOK PERKARA 

1. Mengabulkan  Gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya .  

2. Menyatakan  hubungan  ker ja  anta ra  Para  Pengugat  dengan  

Tergugat  putus  (berakh i r )  se jak  Maret  2009  karena  

Tergugat  melanggar  undang- undang  No. 13  Tahun  2003  Pasa l  
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169  ayat  1 po in t  c  dan  d,  UU No.  21 Tahun  2000  Pasa l  28  

poin t  a,b , c , d .  dan Undang- Undang No.  13 Tahun 2003  Pasa l  

151 Ayat  3 ( t i ga )  ;

3. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  membayar  hak- hak  Para  

Penggugat  te rd i r i  :  

 Pesangon,  Uang  Penghargaan  masa  ker j a ,  Gant i  

kerug ian ,  Cut i  tahunan,  JHT  Jamsostek ,  Ongkos  

pulang  ke Tempat  asa l .  

No Nama Pesangon Uang 

Penghargaa

n

Uang Hak 

15%

Cut i  

Tahunan

Ongkos  

Pulang

JHT 

Jamsoste

k

Tota

l

1. Sugeng 

Ar i yan to

15.732 .000

, -

3.496 .000 ,

-

2.884 .200

, -

699.200 ,

-

10.000 , - 2.701 .53

4, -

25.612 .934

, -
2. Herman  Bin  

Ain i  

15.732 .000

, -

3.496 .000 ,

-

2.884 .200

, -

699.200 ,

-

10.000 , - 2.701 .53

4, -

25.612 .934

, -
3. Sumarno 12.236 .000

, -

2.622 .000 ,

-

2.228 .700

, -

699.200 ,

-

10.000 , - 2.701 .53

4, -

20.587 .434

, -
4. Sol i  Romj i 15.732 .000

, -

3.496 .000 ,

-

2.884 .200

, -

699.200 ,

-

10.000 , - 2.701 .53

4, -

25.612 .934

, -
5. Mahbuburahman 12.236 .000

, -

2.622 .000 ,

-

2.490 .900

, -

699.200 ,

-

10.000 , - 2.701 .53

4, -

22.597 .634

, -
TOTAL 120.023 .87

0, -

 THR tahun  2009 :  5 x Rp.874.000 , - = Rp.4 .370 .000 , -

 Upah  proses  se jak  Januar i  2009,  ya i t u  5  org  x  

Rp.826.000  sampai  adanya  putusan  hukum te tap  dan  

mengika t  ;

 Grand Tota l  :  Pesangon  +  Uang  penghargaan  + 

gant i  kerug ian  (Uang  Hak  15  %)  +  Cut i  Tahunan  + 

Biaya  ongkos  pu lang  +  JHT  Jamsostek  + 

(Rp.120 .023 .870 , - )  +  THR 2009  (Rp.4 .370 .000 , - )  = 

Rp.124.393 .870 , -  (se ra tus  dua  puluh  empat  ju ta  

t i ga  ra tus  Sembi lan  puluh  t i ga  r i bu  koma delapan  

ra tus  tu j uh  puluh  rup iah )  +  Upah  proses  se jak  

Januar i  2009  s/d  adanya  Putusan  mengika t .  

4.   Menghukum Tergugat  membayar  biaya  perkara .  

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  la i n  mohon putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  (ex  aequo et  bono ) .  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

te l ah  menyangka l  da l i l - da l i l  gugatan  te rsebu t  dan  

seba l i k nya  mengajukan  gugatan  bal i k  ( rekonvens i )  yang  pada  
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pokoknya  atas  da l i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  dal i l - da l i l  yang  dikemukakan  dalam  jawaban  

te rhadap  gugatan  Penggugat  Konvens i  meru pakan  bag ian  yang  

t i dak  te rp i sahkan  dar i  da l i l - da l i l  gugatan  rekonvens i  yang  

di ajukan  oleh  Ter gugat  Konvens i  yang  sekarang  merupakan  

Penggugat  Rekonvens i ;  

Bahwa  Penggugat  Rekovens i / t e r guga t  konvens i  ada lah  

Perusahaan  PT WACHYUNI MANDIRA,  berk edudukan  di  Palembang,  

Ja lan  Jaksa  Agung R.  Suprap to  No.647 ,  Buk i t  Besar  Palembang 

30136.  ( Vide  bukt i  PR-l ) ;   

Bahwa  Tergugat  Rekonvens i  (Rusman  Ef fend i ,  dkk)  

ber j umlah  5 orang  ada lah  eks  kar yawan  Penggugat  Rekonvens i  

sebaga i  warga  negara  Indones ia ,  bera lamat ,  masa  ker j a ,  

tangga l  masuk  ker j a  dan  upah,  d ipu tus  hubungan  ker j anya  

karena  mangk i r  leb ih  dar i  5  har i  ber t uru t - t uru t  seh in gga 

di kua l i f i k a s i kan  mengundurkan  di r i  dengan  tangga l  

d ipu tuskan  hubungan  ker j anya  masin g- masi ng  sebaga imana  

dipe r i n c i  da lam gugatan  rekonvens i  ;

Bahwa  jaba tan  te rakh i r  Tergugat  Rekonvens i  ada lah  

Pelaksana  dengan  upah  te rakh i r  Rp.  833, 525, -  sampai  dengan  

Rp.  873,820 , -  per  bu lannya  sebaga imana  te rcamtum  dalam 

ura ian  t abl e pada angka  3 dia tas ;  

Bahwa  se jak  har i  per tama  mangk i r  sampai  dengan  

dipu tuskan  hubungan  ker j anya  sesua i  tab le  pada  angka  3 

dia tas  Tergugat  Rekonvens i /Pa ra  Penggugat  Konvens i  t i dak  

pernah  masuk ker ja  lag i / t i d ak  melakukan  peker j aan  tanpa  ada  

alasan  yang  dapat  d i te r ima  oleh  Terguga t  atau  mangki r  untuk  

beker j a  se lama  pal i ng  sed ik i t  10  har i  bahkan  ada  yang  

sampai  dengan  13  har i  secara  te rus  menerus ,  sdr .  Sugeng 

Ar iyan to  mangk i r  ker j a  dar i  tangga l  24 Desember  2008 s/d   4 

Januar i  2009  (11  har i ) ,  sdr .  Herman Bin  Ain i  mangki r  ker j a  

dar i  tangga l  21  Desember  2008  s/d   4  Januar i  2009  (15  

har i ) ,  Sdr .  Sumarno  mangki r  ker j a  dar i  tangga l  21  Desember  

2008  s/d  4 Januar i  2009  (15  har i ) ,  sdr .  Sol i  Romj i  mangki r  

ker j a  dar i  tangga l  26 Desember  2008  s/d  6  Januar i  2009  (11  

har i )  dan  sdr .  Mabuburahman mangk i r  ker j a  dar i  tangga l  26 

Hal .  16 dar i  28 hal .  Put .  No.  574 
K/Pdt .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember  2008  

s/ d  6  Januar i  2009  (11  har i )  (V ide  bukt i  PR-3.1 .  sd  Vide  

bukt i  PR-3.61 . ) ;  

Bahwa  atas  ket i dakhad i ran  atau  kemangk i ran  Tergugat  

Rekonvens i /Pa ra  Penggugat  Konvens i  te r sebu t  d ia tas  

Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  Konvens i  te lah  memanggi l  

Tergugat  Rekonvens i /Pa ra  Penggugat  Konvens i  untuk  beker j a  

sebanyak  2  (dua)  ka l i  ber tu ru t - tu ru t  secara  sah  dan  patu t  

tap i  Tergugat  Rekonvens i /Pa ra  Penggugat  Konvens i  

mengabaikan  pangg i lan  te rsebu t  (V ide  bukt i  PR-4.1 .  sd  Vide  

bukt i  PR-4.61 . ) ;  

Bahwa oleh  karena  Tergugat  rekonvens i /Pa ra  Penggugat  

Konvens i  mengaba ikan  se lu ruh  pangg i l an  untuk  beker j a  

te rsebu t .  maka  Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  Konvens i  

berpendapat  bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  168  ayat  

(1 )  Undang- undang  Nomor :  13  Tahun  2003  Tentang  

Ketenagaker j aan  Tergugat  Rekonvens i  d ikwa l i f i k a s i k an  te lah  

mengundurkan  di r i  (V ide  Bukt i  PR-5.1 )  ser ta  berdasarkan  

Pasal  162  ayat  (4 )  UU  No  13  Tahun  

2003  ten tang  ketenagaker j aan  "Pemutusan  hubungan  ker ja  

dengan  alasan  pengunduran  di r i  atas  kemauan  send i r i  

d i l akukan  tanpa  penetapan  lembaga  penye lesa ian  perse l i s i h an  

hubungan  indus t r i a l "  (V ide  bukt i  PR-5.2 . ) .  Jo.  Pasa l  66 

huru f  (e )  PKB PT.  Wachyun i  Mandi ra  Per iode  Tahun  2008- 2010  

ten tang  Pemutusan  Hubungan Ker ja ,  Jo.  Pasa l  65 ayat  (4 )  PKB 

PT.  Wachyun i  Mandi ra  Per iode  Tahun  2008- 2010,  Jo.  Pasal  67  

ayat  (10 )  PKB  PT.  Wachyun i  

Mandi ra  Per iode  Tahun  2008- 2010  ten tang  Keten tuan  

Kompensas i  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  dan  Jo.  Pasal  70  ayat  

(2 )  huru f  (b )  Per jan j i a n  Ker ja  Bersama PT.  Wachyuni  Mandi ra  

Per iode  2008- 2010  ten tang  Uang Pisah  bag i  Peker j a  yang  di -

PHK  ak iba t  melakukan  pelanggaran  bera t / kesa l ahan  besar  

(V ide  bukt i  PR-5.3 ) ;  

Bahwa  se lan ju t nya  Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  

Konvens i  mengakh i r i  hubungan  ker j a  t er hadap  Tergugat  

Rekonvens i /Pa ra  Penggugat  Konvens i  yang  dikwa l i f i k a s i k an  
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mengundurkan  di r i  dengan  alasan  karena  Terguga t  

Rekonvens i /Pa ra  Penggugat  Konvens i  te lah  mangki r  untu k 

beker j a  leb ih  dar i  5  har i ,  (V ide  bukt i  PR-6.1 .  sd  Vide  

bukt i  PR-6.61 . ) ;  

Bahwa  sebaga imana  juga  te l ah  dis i nggungkan  pada  

Konvens i  d ia tas  dan  demi  te r c i p t anya  rasa  kead i l an  bag i  

para  p ihak  dalam  perkara  in i  ser ta  dengan  menginga t  azas  

"sederhana ,  cepat , dan  biaya  r i ngan"  maka  dengan  sega la  

hormat  dengan  in i  Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  Konvens i  

memohon  kepada  Yang  Mul ia  Maje l i s  Hakim  untuk  memutuskan  

bahwa  pemutusan  Hubungan  Ker ja  yang  d i l akukan  oleh  

Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  Konvens i  ada lah  karena  

mangki r  ker ja  ser ta  dikua l i f i k a s i  Mengundurkan  di r i  ser ta  

membayar  Kompensas i  pengunduran  di r i  Tergugat  

Rekonvens i /Pa ra  Penggugat  Konvens i  sesua i  Pasa l  67  ayat  

(10)  Per jan j i a n  Ker ja  Bersama  (PKBI  PT.  Wachyun i  Mandi ra  

per i ode  tahun  2008 -  2010 yang  berbuny i ;  "Da lam hal  Peker j a  

di putus  hubungan  ker janya  karena  mangki r  ker j a  5  ( l ima )  

har i  ber tu ru t - tu ru t  atau  leb ih  maka peker j a  akan  diber i k an  

Uang pisah  sebaga imana  dimaksud  pada  Pasa l  70  ayat  (2 )  dan  

uang  penggant i an  hak  sesua i  Pasa l  69  ayat  (3 )  ten tang  uang  

penggant i an  Hak (V ide  bukt i  PR-7) ;  

Bahwa  dengan  demik ian  pemutusan  hubungan  ker j a  

Penggugat  konvens i /Te rguga t  Konvens i  te rhadap  Terguga t  

rekonvens i /Pa ra  Penggugat  Konvens i  o leh  Tergugat  

Konvens i /Pengguga t  Rekovens i  te rh i t u ng  se jak  sesua i  tangga l  

Sura t  Keputusan  PHK  dike lua rkan  oleh  Tergugat  

Konvens i /Pengguga t  Rekonvens i  dengan  dikua l i f i k a s i k an  

mengundurkan  di r i  adalah  sah  dan  

t i dak  ber ten tangan  dengan hukum (V ide  bukt i  PR-8) ;  

Bahwa  oleh  karena  dal i l - da l i l  dar i  Penggugat  

Rekonvens i  d ia jukan  berdasarkan  bukt i - bukt i  oten t i k ,  sudah  

se layaknya  apab i l a  putusan  te rhadap  perkara  in i ,  sepan jang  

dan sebatas  mengenai  Gugatan  Rekonvens i ,  dapat  d i l aksanakan  

te r l eb i h  dahu lu  (u i t v oe rbaa r  bi j  voor raad)  ;
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Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

da lam  rekonvens i  menuntu t  kepada  Pengadi l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  supaya  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :    

1. Mener ima  dan  mengabulkan  se lu ruh  

gugatan  Penggugat  Rekonvens i /  

Tergugat  Konvens i ;  

2. Menyatakan  Para  Tergugat  

Rekonvens i /Pa ra  Penggugat  Konvens i  

te l ah  mangk i r  beker j a  ya i t u  masing-

masing :  sdr .  Sugeng  Ar i yan to  mangk i r  

ker j a  dar i  tangga l  24  Desember  2008  

s/d  4  Januar i  2009  (11  har i ) ,  sdr .  

Herman  Bin  Ain i  mangki r  ker j a  dar i  

tangga l  21  Desember  2008  s/d  4 

Januar i  2009  (15  har i ) ,  Sdr .  Sumarno  

mangki r  ker ja  dar i  tangga l  21 

Desember  2008  s/d  4 Januar i  2009  (15  

har i ) ,  sdr .  Sol i  Romj i  mangki r  ker j a  

dar i  tangga l  26  Desember  2008  s/d  6 

Januar i  2009  (11  har i )  dan  sdr .  

Mabuburahman  mangki r  ker j a  dar i  

tangga l  26  Desember  2008  s/d  6 

Januar i  2009 (11  har i ) ;  

3. Menyatakan  Para  Tergugat  

Rekonvens i /Pa ra  Penggugat  Konvens i  

' d ikwa l i f i k a s i k an  mengundurkan  di r i  

masing- masing ,  ya i t u :  sdr .  Sugeng  

Ar iyan to  se jak  tangga l  24  Desember  

2008,  sdr .  Herman  Bin  Ain i  se jak  

tangga l  21  Desember  2008,  Sdr .  

Sumarno  se jak  tangga l  21  

Desember  2008,  sdr .  Sol i  Romj i  se jak  

tangga l  26  Desember  2008  dan  sdr .  

Mabuburahman  mangki r  ker j a  dar i  

tangga l  26 Desember  2008;  
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4. Menyatakan  putus  hubungan  ker j a  

anta ra  Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  

Konvens i  dengan  Para  Tergugat  

Rekonvens i /Pa ra  Penggugat  Konvens i  

masing- masing ,  ya i t u :  sdr .  Sugeng 

Ar iyan to  se jak  tangga l  5  Januar i  

2009,  sdr .  Herman  Bin  Ai ni  se jak  

t angga l  5  Januar i  2009,  Sdr .  Sumarno  

se jak  tangga l  5  Januar i  2009,  sdr .  

Sol i  Romj i  se jak  tangga l  5  Januar i  

2009  

dan sdr .  Mabuburahman se jak  tangga l  7 

Januar i  2009;  

5. Menyatakan  Penggugat  

Rekovens i /Te rguga t  Konvens i  untuk  

membayar  uang  pi sah  kepada  para  

Tergugat  Rekovens i /Pa ra  Penggugat  

Konvens i  (ber j um lah  5  orang  sesua i  

tabe l  pada angk a 3 Rekonvens i )  sesua i  

Pasal  67  ayat  (10)  Per jan j i a n  Ker ja  

Bersama  (PKB)  PT.  Wachyuni  Mandi r a 

per i ode  tahun  2008  -  2010  dan  uang  

penggant i an  Hak sesua i  Pasa l  69  ayat  

( 3)  

ten tan g  uang  penggant i an  Hak,  jo .  

Pasal  70  ayat  (2 )  huru f  (b )  

Per jan j i a n  Ker ja  Bersama PT.  Wachyun i  

Mandi ra  Per iode  2008- 2010  ten tang  

Uang  Pisah  bag i  Peker j a  yang  d i - PHK 

ak iba t  mela kukan  pelanggaran  bera t /  

kesa lahan  besar ,  ya i t u  dengan  to ta l  

sebesar  Rp.  16. 759. 805, -  

(enam  bela s  j uta  tu j uh  ra tus  l ima  

puluh  sembi l an  r ibu  delapan  ra tus  

l i ma rup i ah)  ( Vide  bukt i  PR·7) ;

6. Menghukum Terguga t  Rekonvens i  untuk  
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membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  

da lam perkar a a quo.  

SUBSIDAIR:  

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n  mohon putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  (ex  aequo et  bono)  ;  

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  rekonvens i  te rsebu t  

para  Tergugat  Rekonvens i  mengajukan  ekspes i  yang  pada  

pokoknya  atas  da l i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

PENOLAKAN TERHADAP KUASA KHUSUS 

Bahwa  Para  Penggugat  kebera tan  dengan  kuasa  hukum 

Tergugat ,  d imana  sura t  kuasa  yang  d iber i kan  oleh  pember i  

kuasa  Hie  Hery  Wong dan  Umar  Singg ih  se laku  Di rek tu r  Utama 

dan  Di rek tu r  PT.  Wachyun i  Mandi ra  kepada  pener ima  kuasa  

saudara  Maruaha l  Lumban  Gaol  I r ,  Andreas  H.  Manek  dan  

Flo ren t i nus  Prambadi .  SH yang  kesemuanya  ada lah  karyawan  

PT.  Wachyun i  Mandi ra ,  sebaga imana  disampaikan  dalam  sura t  

kuasa  khusus  te rsebu t .  Sehingga  dengan  demik ian  secara  

undang- undang  No.2  tahun  

2004  Pasal  87  ten tang  Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Hubungan  

Indus t r i a l  (PPHI ) ,  Ser i ka t  Peker j a /Se r i k a t  Buruh  dan 

Organ isas i  Pengusaha  dapat  ber t i ndak  sebaga i  kuasa  hukum 

untuk  beracara  di  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  untuk  

mewaki l i  anggotanya ,  dan  Undang- Undang  18  Tahun  2003  

ten tang  Lawyer /  Advokat  d imana  dalam UU in i  mengatu r  bahwa 

yang  dapat  ber t i ndak  mendamping i  dan  mewaki l i  seseorang  

baik  d i  da lam maupun di l ua r  Pengad i l an  ia l ah  advokat  ;

Bahwa menuru t  pandangan/Pemahaman Para  Penggugat  da lam 

Undang- Undang  No.2  Tahun  2004  d imana  yang  dapat  beracara  

dalam  pengad i l an  ia l ah  Ser i ka t  Peker j a /Se r i k a t  Buruh  dan  

Organ isas i  Pengusaha  yang  te l ah  te rda f t a r  d i  ins tans i  

sesua i  dengan  UU No. 2 Tahun 2004 te rsebu t .  Dan yang  menjad i  

per tanyaan  ia l ah  saudara  Maruha l  Lumban  Gaol  I r . se l a ku  

Kepala  Hubungan  Indus t r i a l  Human Capi ta l ,  Andreas  H.Manek  

se laku  Sta f f  Hubungan  Indus t r i a l  dan  Flo ren t i nus  Prabad i ,  

SH se laku  sta f f  Hubungan  Indus t r i a l  PT.Wachyun i  Mandi ra  

yang  kesemuanya  ada lah  karyawan  untuk  i t u  t i dak  
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dapat  ber t i ndak  sebaga i  Pener ima  Kuasa,  untuk  beracara  di  

Pengad i l an  mewaki l i  Pengusaha/PT.Wachyun i  Mandi ra .  Karena  

hal  in i  ber ten tangan  dengan  UU No.18  Tahun  2003  mengenai  

Advokat  dan  UU  No.  2  tahun  2004  ten tang  Ser i ka t  

Peker j a /Se r i k a t  Buruh  dan Organ isas i  Pengusaha  ;

Bahwa Saudara  Maruha l l umban  Gaol  I r ,  Andreas  H Manek 

dan Flo ren t i nus  Prabad i  SH.  t i dak  ser ta  merta  dapat  menjad i  

kuasa  untuk  mewaki l i  pember i  kuasa  beracara  di  pengad i l an  

dalam  acara  perda ta  sesua i  dengan  Undang- undang  nomor  2  

Tahun  2004  Ser i ka t  Peker ja /Se r i k a t  Buruh  atau  Organ isas i  

Pengusaha  dan  Undang- undang  nomor  18  tahun  2003  ten tang  

advokat ,  karena  ket i ga  kuasa  hukum Tergugat  bukan  sebaga i  

Pengurus  Organ isas i  Pengusaha  dan  juga  bukan  sebaga i  

seorang  Advokat  sesua i  keten tuan  yang  ber laku .  Dan ha l  in i  

pun  kami  se laku  Penggugat  te lah  menyampaikan  didepan  Hakim 

pada  saat  s idang  pembacaan  Gugatan  dengan  meminta  kuasa  

Tergugat  untuk  menunjukan  bukt i  pendaf ta ran  sebaga i  

Organ isas i  Pengusaha,  kar tu  Anggota  sebaga i  anggota  

Organ isas i  yang  te rda f t a r ,  Kar tu  Pengurus  Organ isas i  yang  

te rda f t a r  dan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  

sebaga i  Organ isas i  Pengusaha,  namun  kuasa  Tergugat  t i dak  

dapat  menunjukan  sesua i  yang  te l ah  Penggugat  sampaikan  

di  atas  ;

Bahwa  dalam  penger t i an  Undang- undang  nomor  2  Tahun  

2003  Pasa l  87  yang  di  mana  dika takan  Ser i ka t  

Peker j a /Se r i k a t  Buruh  dan  Organ isas i  Pengusaha  dan  dalam 

Undang- undang  nomor  21  Tahun  2000  Pasa l  27  Ser i ka t  

Peker j a /Se r i k a t  Buruh  yang  te lah  memi l i k i  bukt i  pencata tan  

dapat  mewaki l i  Anggotanya  dalam  perse l i s i h an  hubungan  

indus t r i a l .  Demik ian  juga  sebaga i  Organ isas i  Pengusaha,  

penger t i an  Organ isas i  Pengusaha  bukan lah  sebaga imana  

te rda f t a r  sebaga i  i z i n  usaha,  te tap i  penger t i annya  ia l ah  

Organ isas i  yang  membela  kepent i ngan  Pengusaha  sebaga i  

contoh  Organ isas i  Apindo  mewaki l i  Pengusaha  da lam  membela  

dan  iku t  da lam  pembahasan  lembaga  

t r i pa r t i t e .  Untuk  i t u  saudara  Maruaha l  lumban  Gaol  I r ,  
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Andreas  H  Manek  dan  

Flo ren t i nus  Prabad i  SH.  t i dak  dapat  ber t i ndak  sebaga i  Kuasa  

dalam  beracara  di  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l .  Untuk  i t u  kami  menolak  

Kuasa Tergugat  ;

Bahwa Perseroan  te rba tas  ber t i ndak  di  pengad i l an  harus  

atas  nama kanto r  Pusat  yang  bera lamat  di  Gedung  BRI  I I  

I t . 16  JI .  Jendra l  Sudi rman  No.  44- 46  Jakar ta  Pusat ,  bukan  

ber t i ndak  atas  nama kanto r  Cabang  yang  bera lamat  d i  JI .  

Jaksa  Agung  R.  Suprapto  No.647  Buki t  Besar  Palembang.Untuk  

i t u  atas  kuasa  Terguga t  kami  to lak .  

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Putusan  Pengadi l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  te l ah  

mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  Nomor  :  49/G/2009 /PHI .PLG 

tangga l  15 Februar i  2010 yang amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM KONVENSI

DALAM PUTUSAN SELA 

o Menolak  permohonan  putusan  se la  yang  dia jukan  o leh  

para  Penggugat  ;   

DALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT 

o Menolak  permohonan  pemer iksaan  dengan  acara  cepat  yang  

dia jukan  oleh  para  Penggugat  ;

DALAM POKOK PERKARA

o Menolak  gugatan  para  Penggugat  se lu ruhnya  ;  

DALAM REKONVENSI  

DALAM EKSEPSI

o Menolak  ekseps i  Tergugat  Rekonvens i /Pengguga t  Konvens i  

se lu ruhnya  ;

DALAM POKOK PERKARA 

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  

Konvens i  se lu ruhnya  ;  

2. Menyatakan  hubungan  ker j a  anta ra  para  Penggugat  

Konvens i / pa ra  Tergugat  Rekonvens i  dan  Terguga t  

Konvens i /Pengguga t  Rekonvens i  putus  te rh i t u ng  sdr .  

Sugeng Ar iyan to  mangki r  ker j a  dar i  tangga l  21 Desember  

2008  s/d  4  Januar i  2009  (15  har i ) ,  sdr .  Herman  Bin  
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Ain i  mangki r  ker j a  dar i  tangga l  24 Desember  2008 s/d  4 

Januar i  2009  (11  har i ) ,  sdr .  Sumarno  mangk i r  ker j a  

dar i  tangga l  26  Desember  2008  s/d  6  Januar i  2009  (11  

har i ) ,  sdr .  Sol i  Romj i  mangki r  ker ja  dar i  tangga l  21  

Desember  2008  s/d  4  Januar i  2009  2009  (15  har i )  dan  

sdr .  Mahbuburahman  mangki r  ker j a  dar i  tangga l  26  

Desember  2008 s/d  6 Januar i  2009 (11  har i )  ;

3. Menyatakan  para  Tergugat  Rekonvens i / pa ra  Penggugat  

Konvens i  d ikua l i f i k a s i k an  mengundurukan  di r i  masing-

masing ,  ya i t u  :  sdr .  Sugeng  Ar i yan to  se jak  tangga l  21  

Desember  2008,  sdr .  Herman Bin  Ain i  se jak  tangga l  24  

Desember  2008,  sdr .  Sumarno  se jak  tangga l  26  Desember  

2008,  sdr .  Sol i  Romj i  se jak  tangga l  21  Desember  2008  

dan  sdr .  Mahbuburahman  se jak  tangga l  26  Desember  

2008 ;

4. Menghukum Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  Konvens i  untuk  

membayar  uang  pengakh i ran  hubungan  ker j a  kepada  para  

Penggugat  Konvens i / pa ra  Tergugat  Rekonvens i  an.  Sugeng  

Ar iyan to  dkk  sebanyak  5  orang   yang  seharusnya  

dibayarkan  sesua i  Pasa l  156  ayat  2  UU No.  13  Tahun  

2003 dengan  perh i t ungan  sebaga i  ber i ku t  :

1. Sugeng  Ar i yan to ,  masa ker j a  9 tahun  

7 bu lan  :

Penggant i an  Perumahan,  Pengobatan  dan Perawatan  :

15% x (9  + 4)  x  Rp.873 .820 , - =  Rp.

1.703 .949 , -

Cut i  12/25  x Rp.873,820 , - = 

Rp.    419.433 , -

Uang Pisah  ½ x Rp.873.820 , - =  Rp.

   436.910 , -

Ongkos  pulang  peker j a / ke l ua rga  ke tempat  asa l = 

Rp.        1.017 .126 , -    

Jumlah =  Rp.

3.577 .418 , -

2. Herman Bin  Ain i ,  masa ker j a  9 tahun  

6 bu lan  :
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Penggant i an  Perumahan,  Pengobatan  dan Perawatan  :

15% x (9  + 4)  x  Rp.873 .820 , - =  Rp.

1.703 .949 , -

Cut i  12/25  x Rp.873,820 , - = 

Rp.    419.433 , -

Uang Pisah  ½ x Rp.873.820 , - =  Rp.

   436.910 , -

Ongkos  pulang  peker j a / ke l ua rga  ke tempat  asa l = 

Rp.        1.017 .126 , -    

Jumlah =  Rp.

3.577 .418 , -

3. Sumarno,  masa ker j a  6 tahun  5 bulan  

:

Penggant i an  Perumahan,  Pengobatan  dan Perawatan  :

15% x (7  + 3)  x  Rp.833 .525 , - =  Rp.

1.250 .287 , -

Cut i  12/25  x Rp.833.525 , - = 

Rp.    400.092 , -

Uang Pisah  ½ x Rp.833.525 , - =  Rp.

   436.910 , -

Ongkos  pulang  peker j a / ke l ua rga  ke tempat  asa l = 

Rp.        1.017 .126 , -    

Jumlah =  Rp.

3.084 .267 , -

4. Sol i  Romj i ,  masa  ker ja  9  tahun  9 

bulan  :

Penggant i an  Perumahan,  Pengobatan  dan Perawatan  :

15% x (9  + 4)  x  Rp.873 .820 , - =  Rp.

1.703 .949 , -

Cut i  12/25  x Rp.873,820 , - = 

Rp.    419.433 , -

Uang Pisah  ½ x Rp.873.820 , - =  Rp.

   436.910 , -

Ongkos  pulang  peker j a / ke l ua rga  ke tempat  asa l = 

Rp.        1.017 .126 , -    

Jumlah =  Rp.
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3.577 .418 , -

5. Mahbuburahman,  masa ker j a  7 tahun  8 

bulan  :

Penggant i an  Perumahan,  Pengobatan  dan Perawatan  :

15% x (8  + 3)  x  Rp.833 .525 , - =  Rp.

1.375 .316 , -

Cut i  12/25  x Rp.833.525 , - = 

Rp.    375.086 , -

Uang Pisah  ½ x Rp.833.525 , - =  Rp.

   416.762 , -

Ongkos  pulang  peker j a / ke l ua rga  ke tempat  asa l = 

Rp.        1.017 .126 , -    

Jumlah =  Rp.

3.184 .310 , -

Sete lah  putusan  in i  berkekua tan  hukum te tap  ( ink rach t  

van  gewi j sde )  ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

o Menghukum Penggugat  Konvens i /Te rguga t  Rekonvens i  untuk  

membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  NIHIL  ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  Pengadi l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  te rsebu t  

d ibe r i t a hukan  kepada  para  Penggugat  pada  tangga l  15  

Februar i  2010  kemudian  te rhadapnya  oleh  para  Penggugat  

dengan  peran ta raan  kuasanya ,  berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  

tangga l  15  November  2009  dia jukan  permohonan  kasas i  secara  

l i s an  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengad i l an  Neger i  Palembang  pada  tangga l  03  Maret  2010  

sebaga imana  te rnya ta  dar i  akta  pernya taan  permohonan  kasas i  

Nomor  :  06/Kas /PHI .G /2010 /PN.PLG yang  dibua t  o leh  Pani te ra  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  Neger i  

Palembang,  permohonan  mana  dise r t a i  dengan  memor i  kasas i  

yang  memuat  alasan- alasan  yang  di te r ima  d i  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  Neger i  

te rsebu t  pada tangga l  03 Maret  2010 ;  

bahwa sete lah  i t u  oleh  Tergugat  yang  pada  tangga l  05  

Apr i l  2010 te l ah  diber i t a hu  ten tang  memor i  kasas i  dar i  para  
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Penggugat ,  d ia j ukan  jawaban  memor i  kasas i  yang  di te r ima  di  

Kepani te raan  Pengadi l an  Hubungan Indus t r i a l  pada Pengadi l an  

Neger i  Palembang tangga l  19 Apr i l  2010 ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  dalam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam  undang- undang,  maka   o leh  

karena   i t u   permohonan   kasas i   te r sebu t   fo rma l   dapat  

d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i /  Tergugat  da lam  memor i  kasas inya  te rsebu t  

pada pokoknya  ia l ah  :  

1. Bahwa  sura t  kuasa  

TermohonKasas i /Te rguga t  No.  

001/SK/HC/XI I / 2009  ada lah  cacat  hukum 

dengan alasan  :  

Pember ian  Kuasa  dar i  Di reks i  kepada  karyawan  t i dak  

dengan  ser ta  merta  b isa  mewaki l i  kepent i ngan  perusahan  

Termohon  Kasas i /Te rguga t  d i  pengad i l an  dan  t i dak  ada  

dasar  dan  alasan  hukum untuk  i t u ,  karenanya  Kuasa  Hukum 

Termohon  Kasas i / Tergugat  t i dak  memenuhi  syara t  fo rma l  

atau  cacat  hukum.  

Pos is i  Hie  Hery  Wong sebaga i  Di rek tu r  Utama  dan  Umar  

Singg ih  sebaga i  Di rek tu r  ada lah  benar  dapat  ber t i ndak  

dan  untuk  atas  nama  perusahaan  PT.  Wachyun i  Mandi ra  

berdasarkan  Pasa l  98  ayat  (  1  )  Undang- Undang  Nomor  40  

Tahun  2007  ten tang  Perseroan  Terba tas ,  akan  te tap i  Sdr .  

Maruaha l  Lumban  Gaol  I r . ,  Andreas  H  Manek  dan 

Flo ren t i nus  Prabad i  SH  adalah  sebaga i  karyawan  PT.  

Wachyun i  Mandi ra  dan  bukan  pro fes i  Advokat ,  karenanya  

t i dak  dapat  ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama PT.  Wachyun i  

Mandi ra  d i  pengad i l an  dengan  demik ian  sura t  Kuasa  

Di reks i  kepada  karyawan  te rsebu t  je l as  cacat  Hukum dan  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  87  Undang- undang  No.2  Tahun  

2004  ten tang  Penye lesa in  Perse l i s i h an  Hubungan  

Indus t r i a l  dan  Undang- undang  87  No 2 tahun  2004  Undang-
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undang No 18 Tahun 2003 ten tang  Advokat .  

Per lu  dike tahu i  bahwa  Pengad i l an  adalah  suatu  lembanga  

perad i l an  yang  menjun jung  t i ngg i  hukum,  kead i l an ,  

keb iasaan  dan  menerapkan  adanya  syara t - syara t  da lam 

berpekara ,  te rmasuk  syara t  fo rma l  te rhadap  Sura t  Kuasa  

bi l a  diwak i l i k an  oleh  Kuasanya  ar t i n ya  sub jek  hukum dan  

objek  hukumnya  harus lah  je l as .  Dan  te rhadap  Gugatan  

Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  yang  d ia j ukan  Pemohon 

Kasas i /Pa ra  Penggugat  Rusman Efend i  dkk  5  Orang  mantan  

Karyawan PT.  Wachyun i  Mandi ra  yang  juga  anggota  Federas i  

HUKATAN SBSI  dan  te lah  member ikan  kuasa  penuh  kepada  

Pengurus  SBSI  (DPP FSB HUKATAN dan  DPC FSB HUKATAN SBSI  

Kab.  OKI)  dan  te l ah  dida f t a r kan  di  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  Pada  Pengad i l an  Neger i  

Palembang  denga  Nomor  /G/2009 /PHI . PLG ada lah  sah  dan 

sesua i  dengan  Pasa l  87  Undang- Undang  No.2  Tahun  2004 .  

da lam ha l  in i  yang  di gugat  ada lah  PT.  Wachyun i  Mandi ra .  

Sedangkan  pihak  kuasa  hukum  Termohon  Kasas i /Te rguga t  

ada lah  karyawan  Termohon  Kasas i /Te rguga t  t i dak  dapat  

ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama  perusahaan  PT.Wachyun i  

Mandi ra ,  seh ingga  Sura t  Kuasa  Di reks i  PT.  Wachyun i  

Mandi ra  kepada  karyawannya  cacat  hukum.  

2. Bahwa  ak iba t  Sura t  Kuasa  te rsebu t  

d ia tas  cacat  hukum seh ingga  apa  yang  

dikemukan  dalam  dal i l - da l i l  Termohon  

Kasas i /Te rguga t  (Jawaban ,  Dupl i k ,  

Pembukt i an ,  dan  Kes impulan )  t i dak  

mengika t ,  seh ingga  proses  hukum dalam 

pemer iksaan  perkara  menjad i  cacat  

hukum.  

Berdasarkan  alasan- alasan  dan  dasar  hukum te rsebu t ,  demi  

hukum,  kead i l an  dan  keb iasaan  ser ta  kepatu tan ,  putusan  

perkara  a  quo  dengan  send i r i n ya  hanya  memper t imbangkan  

dal i l - da l i l  gugatan  Pemohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat  dan  

wajar  dan  patu t  pu la  gugatan  Pemohon  Kasas i /  Para  

penggugat  d i t e r ima  se lu runya .  
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3. Bahwa te r j ad i n ya  pemer iksaan  perkara  a 

quo  di  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

Pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  

sampai  pada  putusan  yang  merug ikan  

Pemohon  Kasas i / Para  Penggugat  sangat  

meluka i  rasa  kead i l an  bag i  pencar i  

kead i l an  di  Negara  hukum yang  sangat  

menjun jung  t i ngg i  hukum dan kead i l an .  

Oleh  karenanya ,  Yang  Terhormat  Maje l i s  Hakim  Agung 

Republ i k  Indones ia  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  

in i  member i kan  putusan  :  

1. Menyatakan  Sura t  Kuasa  Di reks i  PT.  Wachyun i  Mandi ra  

kepada  karyawannya  No.  001/SK/HC/WM/XI I / 2009  tangga l  2 

Desember  2009  yang  ber t i ndak  sebaga i  kuasa  hukum di  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  Pada  Pengad i l an  Neger i  

Palembang adalah  cacat  hukum dan t i dak  memenuhi  syara t  

fo rma l  sebaga i  sura t  kuasa .  

2.   Megabulkan  gugatan  Pemohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat  

se lu ruhnya .  

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA 

4. Bahwa  per t imbangan  hukum judex  fac t i  

atas  putusan  perkara  a  quo  t i dak  

berdasarkan  hukum,  kead i l an  dan  

kepatu tan  seh ingga  menimbulkan  

kerug ian  dan  pender i t aan  bag i  Pemohon 

Kasas i /Pa ra  Penggugat  dan ke lua rganya .  

5. Bahwa  wajar  dan  patu t  pu la  Pemohon 

Kasas i /Pa ra  Penggugat  menyampaikan  

fak ta  hukum  yang  sebenarnya  seputa r  

permasa lahan  yang  te r j ad i  anta ra  

Pemohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat  dengan  

Termohon  Kasas i /Te rguga t  ya i t u  adanya  

3 masalah  pokok  :  

1. Tuntu tan  tun jangan  makan  sebesar  Rp.  340.000 /b In  

sebe lumnya  Rp.150 .000 /b In .  Terhadap  tun jangan  uang  
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makan  te rsebu t  sudah  se layaknya  Para  Karyawan  

mendapatkanya  dengan  a lasan  harga  barang  kebutuhan  

pokok  mengalami  kena ikan .  Dan tun tu tan  te rsebu t  wajar  

dan patu t  d ibe r i kan  Termohon Kasas i /Te rguga t  ;  

2. Tuntu tan  t ranspor t t a s i  sebesar  Rp.  300.000 /b In  

sebe lumnya  134.000 / bIn .  Dan  te rhadap  tun tu tan  in i ,  

wajar  dan  patu t  d ibe r i kan  oleh  Termohon  

Kasas i /Te rguga t  akan  te tap i  t i dak  d ibe r i kan  ;  

3. Tuntu tan  tunggakan  iu ran  Jamsostek  se lam  48  bu lan  

(November  2004   s/d  September   2008)  sebesar  Rp.  

19.556 . 467, 52  (Sembi lan  belas  mi lya r  l ima  ra tus  l ima  

puluh  enam ju ta  empat  ra tus  tu j uh  pu luh  t i ga  koma l ima  

pulu  dua rup iah ) .  

6. Bahwa  ke  3  tun tu tan  te rsebu t  sudah  

di l akukan  prosedur  perund ingan  

bipa r t i t e  oleh  Pengurus  Komisar i a t  PK 

FSB HUKATAN SBSI  PT.  Wachyun i  Mandi ra  

dimula i  bu lan  September  -  Desember  

2008,  namun t i dak  pemah di respon  o leh  

Termohon  Kasas i /Te rguga t  seh ingga  

menimbulkan  reaks i  mogok  ker j a  

tangga l  2- 4 Desember  2008.  

7. Bahwa  penyampain  mogok  ker j a  sudah  

dibe r i t a hukan  ke  p ihak  Termohon  

Kasas i /Te rguga t  ke  Kepol i s i a n  POLDA 

Surnse l  dan  POLRES  OKl ,  ke  

Disnaker t r ans  Kab.  OKl .  

8. Bahwa  se lama  mogok  ker j a  t i dak  ada  

perbua tan  yang  anark i s  dan 

ber l angsung  te r t i b  dan  aman  akan  

te tap i  p ihak  perusahaan  t i dak  

bersed ia  berund ing  dan  pihak  

Disnaker t r ans  Kab.  OKI .  

9. Bahwa  te rnya ta  ak iba t  mogok  ker j a  

menuntu t  kena ikan  t ranspopr tas i  uang  

makan  dan  tunggakan  iu ran  Jamsostek  
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te l ah  mengak iba t kan  :  

1. Pemutusan  hubungan  ker j a  yang  d i l akukan  oleh  Termohon  

Kasas i /  Tergugat  te rhadap  Pemohon  Kasas i /Pa ra  

Penggugat  te rmasuk  mengus i r  paksa  anak,  paksa  is t r i  

dan anak- anak  pengurus  dan anggota  SBSI  dar i  perumahan  

karyawan  ke lua r  dar i  lokas i  perusahan  (PHK 165  orang  

dengan  tuduhan  melakukan  kesa lahan  bera t  dan  berkas  

kasusnya  sekarang  sudah  kasas i  d i  Mahkamah Agung)  ;

2. Dimutas i kan  ra tusan  orang  kebang ian  la i n  (dar i   bag ian  

yang   mengurus  tambak  kebang ian  per tan ian /bag ian  tanam 

dan  panen)  yang  t i dak  sesua i  dengan  keah l i an  karyawan  

(Pemohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat )  seh ingga  dapat  

d ipas t i k an  Karyawan  (Pemohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat  

t i dak  betah  atau  t i dak  bersed ia ,  d i tambah  lag i  

ke lua rga  yang  tad i  berada  juga  d i l okas i  perusahan  

harus  d ipu langkan  karena  t i dak  dised iakan  tempat  

t i ngga l  ke lua rga  sebaga imana  yang  didapa tkan  pada  

tempat  yang  lama,  dan  pendapatan  awal  yang  sudah  

didapa tkan  ke luarga  30 kg  minyak  tanah  20 l i t e r  minyak  

makan  2  kg  dan   bun jan / s i ng l e   beras   20   kg  minyak  

tanah  15  l i t e r  minyak  makan  1  kg)  semuanya  t i dak  

je l as   seh inga   Pemohon  Kasas i /Pa ra   Penggugat   t i dak  

bersed ia  dimutas i kan ,  seh ingga  dengan  dasar  in i  

Termohon Kasas i /Te rguga t  mengangap Pemohon Kasas i /Pa ra  

Penggugat  d ianggap  mangki r  dan di  PHK dan t i ndakan  in i  

ada lah  suatu  skenar i o  Termohon  Kasas i /Te rguga t  da lam 

memPHK untuk  menghindar i  beban  membayar  pesangon  dan  

hak- hak  la i nnya .  Sesunguhnya  Termohon kasas i /  Terguga t  

t i dak  mengig inkan  karyawan  (Pemohon  Kasas i /Pa ra  

Penggugat )  beker j a  lag i  ;  

Beberapa  alasan  dan  ke janga lan  te rhadap  Pemutusan  

Hubungan  Ker ja  karena  pengunduran  di r i  yang  di l akukan  

Termohon Kasas i /Te rguga t  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Tidak  log i s  da lam waktu  yang  bersamaan dan dalam waktu  

s ingka t  

tangga l  5 Januar i  2009 te r j ad i  PHK massa l  yang  diawa l i  
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dengan  mutas i  

secara  massal  ( ra tusan  orang  te rmasuk  Pemohon 

Kasas i /Pa ra  Penggugat )  dan  laz imnya  mutas i  sudah  

di rencanakan  dan  ber tahap  seh ingga  per l u  penyesua ian .  

Dalam kasus  in i  Termohon  Kasas i /Te rguga t  nyata - nyata  

melaksanakan  kehendak  seh ingga  ke l i ha t an  bahwa 

t i ndakan  skenar i o  PHK te rsebu t  sudah  dikehendak i  dan  

merupakan  t i ndakan  balasan  te rhadap  mogok  ker j a  yang  

di l akukan  oleh  Pemohon Kasas i /Pa ra  Penggugat  ;  

2. Adalah  t i ndakan  log i s  dan  sangat  t i dak  masuk  aka l  

bahwa  seorang  

karyawan   yang   h idupnya   bergan tung   pada  

peker j aannya  berke ing i nan   melakukan  Pemutusan  

hubungan  Ker ja  (PHK)  dengan  cara  engundurkan   d i r i  

dar i  peker j aan  yang  jus t r u  merug ikannya ,  sedangkan  

karyawan  te rsebu t   membutuhkan   b iaya   h idup   d i r i n ya  

dan  ke lua rga  ;  

3. Pengunduran  di r i  sebaga imana  yang  dutuduhkan  Termohon  

Kasas i /  Tergugat  te rhadap  Pemohon  kasas i /Pa ra  

Penggugat  sesua i  dengan  Pasa l  168  ayat  (1 )  ya i t u  

mangki r  se lama  5  har i  ker j a  atau  leb ih  ber tu ru t -  

tu ru t  tanpa  kete rangan  adalah  suatu  rekayasa .  Dimana 

pada  saat  

melakukan  pemaksaan  mutas i  pada  Pemohon  Kasas i /Pa ra  

Penggugat  t i dak  bersed ia  dan  ha l  in i  pun  sudah  

disampaikan   secara   te r t u l i s   kepada  Termohon  

Kasas i /Te rguga t  namun hal  in i  t i dak  di  indahkan  namun 

Termohon  Kasas i  d ibua t l ah  semacam  sura t  pangg i l an  

ker j a   seo lah- olah  Termohon  Kasas i /Te rguga t  mempunyai  

i t i k ad  baik  memanggi l  Pemohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat  

untuk  beker j a  kembal i ,  pada  hal  sesunguhnya  ada lah  

aka l - aka lan  sa ja .  (d imana   da lam  pang i l an  t i dak  ada  

bukt i  yang  je l as  dar i  Pemohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat  

tanda   te r ima   apa lag i   pada   saat   i t u   Pemohon 

Kasas i   masih   beker j a   d i  tempat  yang  semula )  dan  

juga  leb ih  diparah  lag i  Pemohon  Kasas i /  Para  
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Penggugat   d ius i r   ke  lua r   dar i   lokas i   ker ja  

seh ingga   membuat  seo lah - olah  Para  Pemohon Kasas i /Pa ra  

Penggugat  melakukan  pengunduran  di r i .  

10.Bahwa  te rhadap  t i ndakan  pemutusan  hubungan  ker ja  (PHK)  

yang  di l akukan  Terguga t  t erhadap  Pemohon  Kasas i /Pa ra  

Penggugat  te l ah  melanggar  Pasa l  151 ayat  3 jo  155 ayat  1  

dan  2  Undang- Undang  Nomor  13 Tahun  2003,  seh ingga  waja r  

dan  patu t  Para  Penggugat  menuntu t  upah  proses  sebesar  

Upah  Min imum  Prop ins i  Sumatra  Sela tan  se jak  bulan  

Januar i  2009  sampai  adanya  putusan  hukum yang  mengika t  

dan te tap ,  cut i  tahunan  2007 s/d  2008 yang  belum d ibayar  

;

11.Bahwa  perbua tan  Termohon  Kasas i /Te rguga t  te l ah  te rang  

dan  je l as  melanggar  keten tuan  hukum  dan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  di  Negara  Republ i k  

Indones ia .  

1.  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1992  ten tang  jamsos tek  

(menunggak   iu ran  pelanggaran  te rhadap  jamsos tek  

ada lah  sangat  ke l i r u ,  meskipun   p ihak   Termohon  

Kasas i /Te rguga t  membayar  dengan  mencic i l  bukan  berar t i  

perbua tan  pe langgaran  menjad i  h i l ang .  Dan sesungguhnya  

te l ah  nyata  pelanggam  yang  di l akuakan  Termohon  

Kasas i /Te rguga t  atas  UU no.  3  tahun  1992  ten tang  

jamsos tek ,  i t upun  dika renakan  adanya  tun tu tan  mogok 

ker j a  yang  di l akukan  Pemohon Kasas i /Pa ra  Penggugat .  

2. UU No.21  tahun  2000 Pasa l  4 ayat  2 menyebutkan  :  untuk  

mencapa i  tu juan  sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (1 )  

ser i ka t  Peker j a /Se r i k a t  Buruh,  federas i  dan  

konfenderas i  ser i ka t  Peker ja / se r i k a t  buruh  mempunyai  

fungs i  :  huru f  (d )  :  sebaga i  sarana  penya lu r  asp i ras i  

da lam  memper juangkan  hak  dan  kepent i ngan  anggotanya ,  

huru f  (  e)  :  sebaga i  perencana ,  pe laksana  dan 

penanggung  jawab  pemogokan  peker j a /  buruh  sesua i  

dengan perundang- undangan  yang  ber l aku .  

Pasal  28  UU No.  21  tahun  2000  s iapapun  di l a r ang  

menghalang- halang i  atau  memaksa  peker j a / bu ruh  untuk  
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membentuk  atau  t i dak  membentuk ,  menjad i  anggota  atau  

t i dak  menjad i  anggota  dan  /  atau  menja lankan  atau  

t i dak  menja lankan  keg ia tan  ser i ka t  peker j a / se r i k a t  

buruh  dengan cara  :  

a.  melakukan  pemutusan  hubungan  ker j a ,  

memberhent i kan  sementa ra ,  menurunkan  jaba tan ,  

atau  melakukan  mutas i  ;  

b. t i dak  membayar  atau  mengurang i  upah peker j a / bu ruh  ;  

c. melakukan  in t im i das i  da lam bentuk  apapun ;  

d. melakukan  kampanye  ant i  pembentukan  ser i ka t  

peker j a / se r i k a t  buruh .  

Apalag i  perbua tan  pengurus /anggo ta  SBSI /ka ryawan  

Pemohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat  ada lah  menuntu t  hak  

normat i f  ya i t u  iu ran  jamsos tek  yang  t i dak  dibayar  

Termohon  Kasas i /Te rguga t  akan  te tap i  jus t r u  Pemohon 

Kasas i /Pa ra  Penggugat  yang  di  PHK karena  melakukan  

mogok  ker j a  menuntu t  hak  jamsos tek  te rsebu t .  Dan 

t i ndakan  PHK ser ta  mutas i  in i l a h  yang  d ia l ami  o leh  

Pemohon Kasas i /Pa ra  Penggugat .  

3. Undang- undang  no.  13  tahun  2003  ten tang  Ketenaga  

ker j aan  ;  Pasa l  151  ayat  3 menyebutkan  bahwa apab i l a  

te r j ad i  gaga l  perund ingan  anta ra  pegusaha  dengan  

ser i ka t  peker j a / se r i k a t  buruh  da lam  hal  pengusaha  

melakukan  pemutusan  hubungan  ker j a ,  maka  pengusaha  

hanya  dapat  memutuskan  hubungan  ker j a  dengan  

peker j a / bu ruh  sete lah  mempero leh  penetapan  dar i  

lembanga  penye lesa ian  perse l i s i h an  hubungan  

indus t r i a l .  

Dalam  hal  in i ,  Tergugat  jus t r u  melakukan  pemutusan  

hunbungan  ker j a  ( t i dak  mempeker jakan  Para  Pengggat )  

sebe lum adanya  putusan  pengad i l an  hubungan  indus t r i a l .  

Oleh  karenanya  Tergugat  berkewa j i ban  membayar  upah  

Para  Penggugat  se jak  bulan  Januar i  2009  sampai  adanya  

putusan  hukum mengika t  dan  te tap .  Faktanya  Tergugat  

sudah  leb ih  10  bulan  secara  ber tu ru t - tu ru t  t i dak  

membayar  upah  Para  Penggugat  (se jak  Januar i  2009  
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sampai  gugatan  pemutusan  hubungan  ker j a  in i  

d ida f t a r kan  di  Kepani t e r aan  Pengadi l an  Hubungan  

indus t r i a l  Pada Pengad i l an  Neger i  Palembang) .  

12.Bahwa  oleh  karena  te rdapa t  pe langgaran  keten tuan  

undang- undang  sebaga imana  te rsebu t  pada  poin t  10  di  

atas ,  maka  dapat  d ipas t i k an  hubungan  harmonis  anta ra  

Pemohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat  dengan  Termohon  

Kasas i /Te rguga t  te rgangu ,  seh ingga  su l i t  Pemohon 

Kasas i /Pa ra  Penggugat  melakukan  akt i f i t a s  sebaga i  

karyawan  apa  lag i  sudah  

dius i r  dar i  lokas i /mess  perusahan ,  karenanya  Pemohon 

Kasas i /Pa ra  Penggugat  berhak  mengakh i r i  hubungan  ker ja  

dengan  Tergugat  berdasarkan  UU No.  13  tahun  2003  Pasal  

151  ayat  (3 )  da lam hal  perund igan  sebaga imana  dimaksud  

pada  ayat  (2 )  benar - benar  t i dak  menghas i l k an  

perse tu j uan ,  pengusaha  hanya  dapat  memutuskan  hubungan  

ker j a  hubungan  indus t r i a l  (namun  kenyataannya  Tergugat  

t i dak  melakukan  hal  te rsebu t  bahkan  t i dak  ada  sama 

seka l i  perund ingan ,  namun  Para  Penggugat  sudah  dius i r  

dar i  lokas i  ker j a  perusahan ) .  Dan UU nomor  13 tahun  2003  

Pasal  169  ayat  1  po in t  (d )  t i dak  melakukan  kewaj i ban  

yang  te lah  di j an j i k an  kepada  peker j a / bu ruh  y i  ;  berupa  

t i dak  d i l aksanakannya  pembayaran  jamsos tek  dengan  tepa t  

waktu  ( te rdapa t  tunggakan  48  bulan  dar i  Nopember  2004  

s/ d September  2008) .  Dan UU No.  13 tahun  2003  Pasa l  155  

ayat  1,  pemutusan  hubungan  ker ja  tampa  penetapan  

sebaga imana  di rnaksud  dalam  Pasa l  151  ayat  ( 3)  bata l  

demi  hukum ayat  2  se lama  putusan  lembanga  penye lesa ian  

perse l i h an  hubungan  i ndust r i a l  be lum  d i t e t apkan ,  ba ik  

pengusaha  maupun peker j a / bu ruh  harus  te tap  melaksanakan  

sega la  kewaj i ban .  Bi la  d i l i h a t  dar i  ha l  krono log i  

permasa lahan  te rsebu t  d ia tas ,  je l as  dan  te ran g  bahwa 

tunggakan  jamsos tek  diaya rkan  oleh  Termohon  

Kasas i / Tergugat  karena  adanya  tun tu tan  mogok ker j a  yang  

di l akukan  oleh  pemohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat ,  dan 

dimungk inkan  pu la  b i l a  t i dak  te r j ad i  mogok  ker j a  
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tunggakan  jamsos tek  t i dak  je l as  dan  yang  rug i  ada lah  

karyawan  send i r i .  Oleh  karenanya  para  Penggugat  berhak  

pula  mendapatkan  hak- hak  seper t i  Pesangon ,  Uang 

Penghargaan  masa  Ker ja  dan  gant i  kerug ian  sebaga i  

ber i ku t  :  

1. Sugeng  Ar iyan to ,  masuk  ker ja  :  17 

Jun i  1999,  d i  PHK tangga l  05  Januar i  

2009.

Pesangon :  2 x 9 x Rp.874.000 , - =  Rp.

15.732 .000 , -

Uang Penghargaan

Masa Ker ja :  4 x Rp.874.000 , - =  Rp.

  3.496 .000 , -

Gant i  Kerug ian :  15% x Rp.19 .228 .000 , - = Rp.               

2.884 .200 , -    

Jumlah =  Rp.  

22.112 .200 , -

2. Herman  bin  Ain i ,  masuk  ker ja  :  17 

Ju l i  1999,  d i  PHK tangga l  05  Januar i  

2009.  

Pesangon :  2 x 9 x Rp.874.000 , - =  Rp.

15.732 .000 , -

Uang Penghargaan

Masa Ker ja :  4 x Rp.874.000 , - =  Rp.

  3.496 .000 , -

Gant i  Kerug ian :  15% x Rp.19 .228 .000 , - = Rp.               

2.884 .200 , -    

Jumlah =  Rp.  

22.112 .200 , -

3. Sumarno  ,  masuk  ker j a  :  08  Agustus  

1999,  d i  PHK tangga l  05 Januar i  2009.  

Pesangon :  2 x 7 x Rp.874.000 , - =  Rp.

15.732 .000 , -

Uang Penghargaan

Masa Ker ja :  3 x Rp.874.000 , - =  Rp.

  3.496 .000 , -

Hal .  36 dar i  28 hal .  Put .  No.  574 
K/Pdt .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gant i  Kerug ian :  15% x Rp.19 .228 .000 , - = Rp.               

2.884 .200 , -    

Jumlah =  Rp.  

22.112 .200 , -

4. Sol i  Romj i ,  masuk  ker j a  :  25  Apr i l  

1999,  d i  PHK tangga l  05 Januar i  2009.  

Pesangon :  2 x 9 x Rp.874.000 , - =  Rp.

13.328 .000 , -

Uang Penghargaan

Masa Ker ja :  4 x Rp.874.000 , - =  Rp.

  2.499 .000 , -

Gant i  Kerug ian :  15% x Rp.15 .827 .000 , - = Rp.               

2.374 .050 , -    

Jumlah =  Rp.  

21.123 .172 , -

5. Sugian to ro ,  masuk  ker j a  :  05  Maret  

2001,  d i  PHK tangga l  05 Januar i  2009.  

Pesangon :  2 x 8 x Rp.874.000 , - =  Rp.

15.732 .000 , -

Uang Penghargaan

Masa Ker ja :  3 x Rp.874.000 , - =  Rp.

  3.496 .000 , -

Gant i  Kerug ian :  15% x Rp.14 .858 .000 , - = Rp.               

2.884 .200 , -    

Jumlah =  Rp.  

21.123 .172 , -

Tota l  Pesangon  5 orang  ada lah  sebesar = 

Rp.109.571 .972 , -

Bahwa  Para  Penggugat  juga  berhak  mendapatkan  cut i  

tahu nan  yang  belum  di  ambi l  dengan  per i nc i an  sebaga i  

ber ik ut  :  

1.  Sugeng Ar i yan to

cut i  tahunan :  20/25  x Rp.874.000 , -  =  Rp.  

699.200 , -

2. Herman bin  Al i  

cut i  tahunan :  20/25  x Rp.874.000 , -  =  Rp.  
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629.280 , -

3. Sumarno

cut i  tahunan :  20/25  x Rp.874.000 , -  =  Rp.  

629.280 , -

4. Sol i  Romj i

cut i  tahunan :  20/25  x Rp.874.000 , -  =  Rp.  

699.200 , -

5. Mahbuburahman 

 cut i  tahunan             :  20/25  x Rp.874.000 , - =  Rp.  

699.200 , -

Tota l  cut i  tahunan  5 orang  ada lah  sebesar  =  Rp.  

3.356 .160 , -  

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Sura t  Kuasa Di reks i  PT.  Wachyun i  

Mandi ra  kepada  kary awannya  

No.  001/ SK/ HC/ WM/ XI I / 2009  ada lah  cacat  

hukum   dan  ber ten tangan   dengan  

Undang- undang  No. 2  Tahun  2004  ten tang  

Penye lesa in  Perse l i s i h an  Hubungan  

I ndust r ia l  dan  Undang- undang  18  Tahun 

2003  ten tang  Advokat  seh ingga   t i dak  

layak   sebaga i   Kuasa   Hukum 

ber t i ndak   untuk   atas   nama sebuah  

badan   hukum  (Perse ro   Terba tas ) .  

Karenan ya  pat ut   di to l ak.  

2. Gugat an  Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  

Konvens i  dengan  send i r i n ya  t i dak  lag i  

ber kekuatan  dan mengika t  ;

3. Bahwa   Sura t   Kuasa  

No. 001/ SK/ HC/ WM/ XI I / 2009   tangga l   02 

Desember  2009  hanya  di per untukan  

sebaga i  Tergugat  dan  bukan  Penggugat ,  

seh ingga  t i dak  dengan  ser ta  merta  

ber l aku  dan  dipaka i  untuk  melakukan  

gugatan .  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  kasas i  
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te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapa t  :

Bahwa alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

karena  Judex  Fact i  te l ah  tepa t  dan  benar  da lam  meni la i ,  

menimbang dan menerapkan  hukumnya.  Para  Pemohon Kasas i / pa ra  

Penggugat  t i dak  masuk  ker j a   (mangk i r )   tanpa   a lasan   dan  

ala t   bukt i   yang   sah   leb ih   dar i   5   ( l ima )   har i  

ber tu ru t - tu ru t   dan  te lah   d ipangg i l   2 (dua)  ka l i  secara  

patu t ,  sebaga imana  dia tu r  da lam  Undang- undang  Nomor  13  

Tahun  2003  Pasal  168  ayat  (1 ) ,  maka  para  Pemohon  Kasas i  

d ikua l i f i k a s i k an  mengundurkan  di r i .  Lag i  pu la  alasan- a lasan  

te rsebu t  mengenai  pen i l a i an  has i l  pembukt i an  yang  bers i f a t  

penghargaan  ten tang  suatu  kenyataan ,  hal  te rsebu t  t i dak  

dapat  d ipe r t imbangkan  dalam  pemer iksaan  pada  t i ngka t  

kasas i ,  karena  pemer iksaan  da lam   t i ngka t   kasas i   hanya  

berkenaan   dengan   adanya   kesa lahan   penerapan  hukum 

adanya  pelanggaran   hukum   yang   ber laku ,   adanya  

ke la l a i an   da lam   memenuhi  syara t - syara t  yang  diwa j i bkan  

oleh  pera tu ran  perundang- undangan  yang  mengancam ke la l a i an  

i t u  dengan  bata lnya  putusan  yang  bersangku tan ,  atau  apab i l a  

Pengad i l an  t i dak  berwenang  atau  melampaui  batas  

wewenangnya,  sebaga imana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  30  

Undang- Undang   Nomor   14   Tahun   1985   sebaga imana   te l ah  

diubah   dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d i  atas ,  

lag i  pu la  te rnya ta  bahwa putusan  Judex  Fact i  da lam perkara  

in i  t i dak  ber ten tangan  dengan  hukum  dan/a tau  undang-

undangan,  maka  permohonan  kasas i  yang  dia jukan  oleh  para  

Pemohon Kasas i  :  SUGENG ARIYANTO dan  kawan- kawan te rsebu t  

harus  d i t o l a k  ;  

Menimbang,    bahwa   oleh   karena   n i l a i   gugatan  

perkara   in i   d i   bawah

Rp.150.000 .000 , -  (se ra tus  l ima  pu luh  ju ta  rup iah ) ,  maka 

para  pihak  t i dak  dikenakan  biaya  perkara  dan  berdasarkan  

Pasal  58  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  biaya  perkara  

dibebankan  kepada  Negara  ;
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 Memperhat i kan  Pasal - Pasa l  dar i  Undang- Undang  Nomor  48  

Tahun  2009,  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  sebaga imana  

yang  te lah  diubah   dengan  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  2004  

dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  

2009,  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  ser ta   pera tu ran  

perundang- undangan   la i n   yang  bersangku tan  ;

                                      M E N G A D I  
L I  :  

 
Menolak  permohonan  kasas i  dar i  para  Pemohon Kasas i  :  

1.  SUGENG ARIYANTO, 2.  HERMAN Bin  AINI ,  3.  SUMARNO, 4.  SOLI  

ROMJI  dan 5.  MAHBUBURAHMAN te rsebu t  ;

Membebankan  biaya  perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  

kepada  Negara  ;  Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  

permusyawara tan  Mahkamah Agung pada  har i  Jum’at  tanggal  13 

Agustus  2010  o leh  Pro f .  Dr .  Mieke  Komar ,  SH. ,MCL.  Hakim 

Agung  yang  di te t apkan  o leh  Ketua  Mahkamah Agung   sebaga i  

Ketua  Maje l i s ,  Dwi  Tjahyo  Soewarsono ,  SH.  dan  H.  Buyung  

Mar iza l ,  SH.  Hakim- Hakim   Ad.   Hoc   PHI   pada  Mahkamah 

Agung sebaga i  Anggota ,  dan diucapkan  

dalam  s idang   te rbuka   untuk   umum  pada   har i   i tu   juga  

oleh   Ketua   Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  

dan  diban tu  oleh  Retno  Kusr in i ,  SH. ,MH.  Pani te ra  Penggant i  

dengan t i dak  d ihad i r i  o leh  para  pihak  ;

Hakim- Hakim Anggota          Ketua  

t t d / .  Dwi  Tjahyo  Soewarsono,  SH.   t t d / .  Prof .  Dr .  
Mieke   Komar,  SH. ,MCL.
t t d / .  H.  Buyung Mar iza l ,  SH.  

Pani te ra  Penggant i ,  
    t t d / .  Retno  Kusr in i ,  

SH. ,MH.  
   
 

Untuk  Sal i nan

Mahkamah Agung RI .

Pani te ra ,
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SUHADI,  SH. ,MH.
                                 NIP.   :  

040033261  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41


